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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PENGHARGAAN BERDASARKAN PENILAIAN PRESTASI 
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

Kamsul 
Kamsul76@gmail.com 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini berjudul "lmplementasi Pemberian Penghargaan 
Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya 
Meningkatkan Kinerja Pegawai Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka 
Tengah". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 
lmplementasi Pemberian Penghargaan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan 
observasi yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 
Narasumber sebagai lnforman dalam penelitian ini antara lain adalah Sekretaris 
Daerah, Kepala BKD Bangka Tengah, dan lnspektorat. 

Di dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan bahwa s ecara 
penghargaan yang diberikan oleh penilai cenderung memberikan nilai tidak 
objektif pada unsur "kesetiaan, pemberian reward tidak dilaksanakan secara 
teratur. Penilai (atasan langsung) dalam memberikan penilaian atau 
penghargaan tidak signifikan dalam memberikan perbedaan. Penilaian pada 
moral dan etika cenderung diabaikan atau tidak berubah tiap tahunnya. 
Kencenderungan penilaian pada perilaku kerja tidak signifikan karena tidak ada 
k>ncatan prestasi kerja. 

Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa lmplementasi Pemberian 
Penghargaan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 
perlu diberikan penghargaan psikologis dan sosial, penghargaan psikologis dan 

sosial lebih sulit diukur nilai finansialnya, namun nilai penghargaan ini penting 

bagi pegawai. Beberapa penghargaan psikologis dan sosial tersebut seperti 

promosi jabatan, pemberian kepercayaan dan peningkatan tanggung jawab serta 

penempatan lokasi kerja yang lebih baik. 

Kata Kunci : lmplementasi, Reward, Penilaian Prestasi Kerja 
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ABSTRACK 

IMPLEMENTATION OF AWARD GIVING BASED ON CIVIL SERVANTS 
WORK PERFORMANCE ASSESSMENT IN EFFORTS TO IMPROVE THE 

PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN THE GOVERNMENT 
AT CENTRAL DISTRICT REGENCY 

Kamsul 
Kwnsul76@Gmail.com 

Open University 

This research entitled "Implementation of Awarding Based on Assessment of 
Civil Servants' Work Performance in Efforts to Improve Employee Performance in 
the Government At Central District Regency". The purpose of this study is to find 
out and analyze how the implementation of awarding is based on the Civil 
Servants' Job Performance Assessment in an effort to improve the performance of 
employees in the Central District Regency Government. 

This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. 
Data sources are obtained from primary data and secondary data Data 
collection techniques through interviews, documentation and observations ca"ied 
out in the Central Bangka Regency Government. The speakers as informants in 
this study included the Regional Secretary, the Head of the Central Bangka BKD, 
and the Inspectorate. 

In the results of the study shawed that it was found that the rewards given by 
the assessor tended to give a non-objective value to the element of "loyalty, giving 
rewards not carried out regularly. Appraisers (direct supervisors) in providing an 
assessment or award are not significant in giving a difference. Assessment of 
morals and ethics tends to be ignored or does not change every year. The 
tendency of assessment on work behavior is insignificant because there is no jump 
in work performance. 

The conclusion of this study proves that the Implementation of Awarding is 
Based on Civil Servants' Work Performance Assessment in an Effort to Improve 
Employee Performance in the Government At Central District Regency, need to 
be given psychological and social rewards, psychological and social rewards are 
more difficJJ/t to measure.financial value, but the value of this award is important 
for employees. Some of these psychological and social awards such as promotion, 
giving trust and increasing responsibility and better placement of work locations. 

Keywords : Effectiveness, Sanction, Discipline, Civil Servant. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Peraturan Pemeriotah Nomor 46 Tabun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS. 

Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. PP ini merupakan 

penyempurna dari PP Nomor IO Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan 

dan kebutuhan hukum. Prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 (dua) unsur 

penilaian, yaitu: 

1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yaitu: rencana kerja clan target yang akan 

dicapai oleh seorang PNS. 

2. Perilaku kerja, yaitu: setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan 

oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PP ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan 

rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target 

yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat 

diukur. Dalam PP itu juga disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP 
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dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai disiplin PNS. 

Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, 

integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian 

kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. 

Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang 

dilak:ukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama 

akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini 

juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS). 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS di Kabupaten Bangka Tengah 

merupakan amanah dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 l 

tentang Penilaian Prestasi Kerja. Sejak tahun 2016, Kabupaten Bangka Tengah 

mulai membuat Sistem Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja. Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengadakan sosialisasi yang bertujuan 

untuk mengenalkan penilaian prestasi kerja dengan sistem aplikasi penilaian 

prestasi kerja. 

Dari hasil wawancara penulis dengan Informan 1 yaitu Bapak Drs. 

Sugianto M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada 

tanggal 8 Maret 2018 mengatakan bahwa : 

Pelaksanaan Proses Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai 
dengan peraturan yang ada seperti penilaian dari BKD, jadi setiap pns yang 
selalu rajin bekerja, absen nya bagus mak:a kami memberikan hadiah bagi 
pns yang berprestasi, kalo proses nya melalui BKD, saya hanya menerima 
laporan saja, dan itu diusul dari badan kepegawaian daerah yang tentu 
dilakukan penilaian berdasarkan prestasi pegawai negeri sipil. 
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Menurut penjelasan dari narasumber tersebut diatas dapat ditarik 

kesimpulan Pelaksanaan Proses Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil dilakukan 

sesuai mekanisme yang ada, tetapi dalam penilaian tidak jelaskan standar 

penilaian untuk pegawai yang berprestasi, seharusnya pada proses pelaksanaan 

penilaian pegawai harus dibuat tim agar penilaian pegawai yang berprestasi lebih 

transparan. 

2. Implementasi Kebijakan Pemberiao Peogbargaan Berdasarkan 

Peoilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya 

Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupateo 

Bangka Tengah 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil secara substansi sudah banyak 

yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan pegawai atau yang dikenal dengan DP3 sudah tidak sesuai dengan 

jalannya refonnasi birokrasi yang menekankan pada kinerja. Oleh karena itu PP 

46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS menjadi peraturan baru 

yang diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif clan terukur untuk 

setiap pegawai 

Peraturan ini lahir karena tuntutan lingkungan strategis, pada peraturan lama 

sudah banyak yang tidak relevan. untuk membuktikan ha! tersebut maka 

dilakukan kajian eksisting dan mendengarkan pendapat para akademisi dan 

pakar teori-teori sektor publik, serta melihat contoh negara-negara lain. 
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Setelah dilakukan kajian empiris maka didapat 35% peraturan yang Jama 

masih layak digunakan sec.ara regulas~ namun secara implementasi 65o/o perlu 

perubahan. Seharusnya setiap kegiatan PNS dapat diukur dan berhubungan 

dengan tupoksinya."Pembinaan PNS saat ini lebih ditekankan kepada prestasi 

kerja landasannya adalah pasal 12 dan pasal 20 UU 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam RUU ASN lebih tegas lagi dalam 

pembinaan prestasi PNS, pasal 20 untuk usul Kenaikan Pangkat dilakukan 

penilaian prestasi kerja, SKP sebagai pengganti DP3 bersumber pada pasal 20. 

Dari basil wawancara penulis dengan lnforman 2 yaitu Bapak Drs. Wahyu 

Nurakhman, M.Si selaku Kepala Badang Kepegawaian Kabupaten Bangka 

Tengah pada tanggal 15 Maret 2018 mengatakan bahwa apakah dalam 

komunikasi ada hambatan, dijelaskan bahwa: 

Secara permasalahan empirik atau pengalamam selama ini, komunikasi 
dengan pimpinan tertinggi dalam penentuan proses pengukuran penilaian 
kinerja PNS sudah tidak sesuai Jagi dengan kebutuhan saat ini. Bahkan 
indikator-indikator penilaian lebih menekankan kepada penilaian bersifat 
subjektif serta mengesampingkan penilaian objektif. 

Kemudian ditambahkan oleh penulis wawancara dengan Informan 4 

yaitu Bapak Mahdi, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada 

tanggal 13 Maret 2018 bahwa : 

Kenyataan empirik menunjukkan somber daya atau ketrampilan PNS 
yang telah dilakukan dalam proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 
cendenmg terjebak ke dalam proses fonnalitas. DP3-PNS telah 
kehilangan arti dan makna substantif. tidak terkait langsung dengan apa 
yang telah dikerjakan PNS. DP3-PNS secara substantif tidak dapat 
digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas 
dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan 
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atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga 
secara sumber daya, PNS bekerja belum sesuai dengan basil yang 
didapatkan 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 5 

yaitu Bapak Jimmy, SE Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan 

Kepegawain Daerah Kabupaten Bangka T engah pada tanggal 13 Maret 2018, 

mengatakan bahwa : 

Kalo pendapat saya bahwa pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak 
didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses 
penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif atau terlalu 
pelit/murah. Nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari 
nilai amat baik atau kurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, 
bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai sedang 
atau kurang 

Dilanjutkan dengan wawancara penulis dengan Bapak Informan 3 yaitu 

Tamimi, SH yaitu Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Bangka Tengah pada tanggal 13 Maret 2018 tentang Disposisi dilaksanakan atau 

tidak, dijelaskan bahwa : 

Menurut saya disposisi dari atasan langsung sebagai pejabat penilai, hanya 
sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi basil penilaian dan tidak 
ada lanjut penilaian, hal itu disebabkan karena atasan tertinggi langsung 
memberikan disposisi kepada dinas yang bukan tupoksinya, mungkin 
karena dianggap oleh pimpinan lebih mudah dalam penentuan penilaian 
bagi keluarga atau unsur politiknya. 

Selanjutya ditarnbahkan oleh Kasubbid Pengembangan Karir dari hasil 

wawancara penulis dengan lnforman 6 yaitu Bapak Ridwan, SAP pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 Maret 2018, 

yaitu: 
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"kalo di kita sebelum Pegawai Negeri Sipil apakah Struktur Birokrasi 
Kondusif, kalo saya melibat atasan langsung sebagai pejabat penilai, 
hanya sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi basil 
penilaian dan tidak lanjutan dalam memberikan penilaian". 

Dari basil wawancara penulis dengan narasumber diatas, dapat 

disimpulkan dari beberapa pertanyaan bahwa Penilaian DP3-PNS dalam PP 10 

tahun 1979 lebih berorientasi pada penilaian kepribadian clan perilaku belum 

terfokus pada kinerja, peningkatan basil, produktivitas dan pengembangan 

pemanfaatan potensi. Kekurangan ini, disempurnakan oleh sistem Penilaian 

Prestasi Kerja PNS dalam PP No. 46 tahun 2011 yang mengamanatkan penilaian 

dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran 

kerja pegawai atau tingkat capaian basil kerja yang telah disusun dan disepakati 

bersama antara PNS dengan Pejabat Penilai. 

Penilaian Prestasi Kerja PNS itu sendiri merupakan gabungan dari sasaran 

kerja pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60 % dan 40 % perilaku kerja ( orientasi 

pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan). Dengan 

adanya sanksi didalam Paaal 5 Ayat (I) PP No. 46 tahun 2011 menyebutkan 

bahwa, "Setiap PNS wajib menyusun SKP". SKP yang disusun pada awal bulan 

Januari dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai salah satu unsur Penilaian 

Prestasi Kerja. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hokum.an disiplin sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 

Walaupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan 

Penilaian Prestasi Kerja. PNS melalui PP No. 46 tahun 2011 baru dilaksanakan 

pada bu Ian Januari 2014, tetapi sanksi berupa pemberian hukuman disiplin telah 

diatur terlebih dahulu l(satu) tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 dengan PP 53 
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Tahun 2010. Bentuk sanksi telah diatur pada batang tubuh PP No. 53 Tahun 2010, 

Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka l 0, dinyatakan apabila pencapaian Sasaran 

Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara 25o/o s.d. 50% 

dikenakan hukuman sedang, dan yang SKPnya dibawah 25% dikenakan hukuman 

berat. 

Dari pendapat George C.Edwards III (dalam winamo 2014: 160) bahwa 

faktor komunikasi, surnberdaya, disposisi dan struktur birokasi merupakan 

variabel yang sangat penting clan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian 

tujuan dari implementasi kebijakan. lmplementasi yang efektif akan terlaksana, 

jika para pembuat keputusan mengetahui dengan benar mengenai apa yang akan 

mereka kerjakan. Infonnasi yang diketahui para pembuat keputusan hanya 

hisa didapat melalui komunikasi yang baik. 

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula.Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran 

komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) atau adanya 

perbedaan persepsi yaog disebabkao banyaknya tingkatan birokrasi yaog harus 

dilalui dalam proses komunikasi. 

Suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik juga didukung 

oleh sumber daya yang memadai. Apabila sumber daya yang ada tidak 

mendukung maka dalam proses implementasi kebijakan akan menemui kesulitan 

atau hambatan. Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah 

staf pegawai. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-
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satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, 

ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemudian untuk somber daya pendukung 

dapat berbentuk dana,peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. 

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang 

nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak 

melaksanakan kebijakan yang diinginkan dengan baik. Oleh karena, pemilihan 

personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki watak dan 

karakteristik, seperti: komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainnya. 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. lmplementasi kebijakan yang 

bersifat kompleks menuntut adanya kerjasarna banyak pihak. 

lmplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja PNS di Kabupaten Bangka Tengah Hasil wawancara 

terhadap narasumber ten1ang penilaian Prestasi Kerja PNS dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

1. Dalam penyusunan SKP bawahan dan atasan sering berkomunikasi hat m1 

tidak terjadi pada penilaian kinerja pegawai yang lama (DP3), dengan 

terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang intensif diaharapkan pegawai 

akan dapat menyelsaikan pekerjaan sesuai dengan target yang sudah 

ditetapkan. 
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2. Hasil penilaian prestasi kerja PNS yang dilakukan oleh atasan sampai 

saat ini bawahan merasa tidak puas dengan hasil penilaian yang diberikan 

atasan hal ini terjadi dikarenakan SKP barn berjalan 50 % sehingga hasil atau 

nilai yang keluar tidak maksimal. 

3. Penilaian prestasi kerja PNS cukup membantu karir pegawai ditempat 

kerja ha! ini muncul karena mereka optimis bahwa dengan aturan clan 

penilaian kerja yang baru akan membawa perubahan. 

3. Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau 

metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adii realistis, valid, 

dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai karena penilaian kinerja ini 

tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangk:ut 

masalah gaji, hubungan kerja, promosi/demosi, dan penempatan pegawai. 

Penilaian prestasi kerja sebagai salah satu aspek kajian dari 

manajemen kepegawaian, manajemen telah banyak disebut sebagai seni untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Batasan ini mengandung arti bahwa 

pencapaian tujuan organisasi dilakukan melalui pengaturan orang-orang untuk 

melaksanakan pekerjasan yang diperlukan. 

Dilihat dari objek atau bidang kajiannya, manajemen dapat dibedakan 

menjadi manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, 

manajemen perkantoran. manajemen kepegawaian dan sebagainya. Bidang 

kajian yang berkaitan dengan pengelolaan somber daya manusia merupakan 

pusat perhatian dari manajemen kepegawaian serta fungsinya. Definisi 
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manajemen kepegawaian diantaranya dikemukakan oleh Alex Nitisemito ( dalam 

Handoko, T. Hani, 2003: 23) buku Manajemen personalia sebagai berikut: "Suatu 

ilmu dan seni untuk melaksanakan antara lain perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan, sehingga efektivitas dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan 

semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan". menurut pendapat Edwin B. 

Flippo (dalam T. Hani Handoko 2003: 23, buku Manajemen Personalia dan 

Sumber Daya Manusia) mengemukakan pengertian manajemen kepegawaian 

sebagai berikut : 

"Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-

kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, peneliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar 

mencapai tujuan individu, organisasi dan masyarakat" .Paul Pi go rs clan 

Charles A. Mayers (yang dikutip oleh Moekija~ 2013: 12 6) dala!n 

buku Manajemen Kepegawaian Negara mengemukakan sebagai berikut: 

"Manajemen kepegawaian adalah suatu tata cara atau prosedur tentang 
cara-cara mengorganisasi dan memperlalrukan orang-orang yang bekerja, 
sedemikian rupa sehingga mereka masing-masing mendapatkan hasil yang 
sebesar-besamya dari kemampuannya, jadi memperoleh efisiensi yang 
maksimum untuk dirinya sendiri dan untuk golongannya clan disamping juga 
untuk perusahaan dimana mereka merupakan bagian yang menentukan 
keuntungan yang bersifat kompetitif clan basil yang optimum". 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kepegawaian pada 

dasamya merupakan pengakuan terhadap pentingnya sumber daya manusia 

yang vital bagi pencapaian tujuan organisasi clan berhubungan dengan usaha-

usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menggerak.kan setiap pegawai 

untuk memberikan sumbangan yang maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. 
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Dengan demikian penilaian prestasi kerja merupakan salah satu kegiatan 

dari manajemen kepegawaian. Kegiatan penilaian ini tidak hanya mengevaluasi 

prestasi kerja pegawai. tetapi lebih merupakan alat untuk mengetahui seberapa 

baik kegiatan-kegiatan manajemen telah dilakukan. Prestasi kerja yang buruk 

dapat berarti bahwa kegiatan-kegiatan lain dari manajemen perlu ditinjau kembali 

atau mungkin ada masalah dengan motivasi diri dan kepuasan pegawai. 

Dari basil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 8 

yaitu Bapak Romadin, S.Ag selaku Inspektur Pembantu III pada Inspektorat 

Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 19 Maret 2018, mengatakan 

bahwa: 

Sejauhmana penilaian Like and Dislike pegawai, dijelaskan kalo penilaian 
prestasi kerja yang terjadi ketika pendapat pribadi penilai tentang pegawai 
mempengaruhi pengukuran prestasi kerja Masalah ini paling mudah terjadi 
bila para penilai harus mengevaluasi teman-teman mereka sehingga terjadi 
bagi pns yang disukai nilai prestasi akan tinggi tapi kalo tidak suka ya nilai 
nya kurang baik. 

Menurut penjelasan dari narasumber tersebut diatas dapat ditarik 

kesimpulan penilaian prestasi pegawai dilakukan bagi pegawai maupun 

dinas/badan, sudah semestinya proses penilaian dilakukan secara objektif clan 

teliti. Namun sayangnya, banyak atasan ataupun rekan kerja (penilaian 360 

derajat) yang terjebak dalam bias-bias penilaian saat melakukan evaluasi sehingga 

penilaian menjadi tidak objektif. 

Menurut Malayu SP Hasibuan (2009:87) penilaian prestasi adalah kegiatan 

manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan 

kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, 
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kejujuran, kepemimpinan, kerja sama, loyalitas, dedikasi, dan partisispasi 

karyawan. Menilai prilaku ini sulit karena tidak ada standar fisiknya, sedangkan 

untuk penilaian basil kerja relative lebib mudah karena ada standar fisik yang 

dapat dipak:ai sebagaai tolak. ukumya, seperti meter, liter, dan kilogram. 

Penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio basil kerja nyata dengan 

standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menetapkan 

kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan, didemosikan, dan 

atau balasjasanya dinaikkan. 

Kemudian selanjutnya basil wawancara penulis lakukan dengan 

Informan 9 yaitu Bapak: Henry Fransius, SE, Ak. M.M selak.u Inspektur 

Pembantu I pada Inspektorat Daerab Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 19 

Maret 2018, mengatakan bahwa : 

Apak:ah penilai beranggapan pegawai harus berlaku baik clan apakah penilai 
cenderung menilai kurang baik atau tidak jelas, dijelaskan oleh bapak henry, 
dalam penilaian prestasi pegawai memang pegawai harus berlakuan baik 
mulai dari kemampuan, disiplin, kepribadian dan lainnya, jadi pegawai 
dituntut untuk lebih siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat. Kato dilibat dari pegawai itu sendiri masih banyak yang barns 
diperbaiki mulai dari etika atau sikap pegawai yang barus lebih ramah 
dalam melayani masyarakat. 

Dari basil penjelasan tersebut diatas, mak.a dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Leniency-strictly effect sebagian evaluator memberikan penilaian yang terlalu 

longgar (leniency) sebingga menguntungkan pihak yang dinilai dan sebagian 

evaluator memberi penilaian yang terlalu ketat (strict) sebingga merugikan pihak 

yang dinilai. 

Terlepas dari pentingnya penilaian prestasi melalui kinerja, proses penilaian 

kinerja sering mendapat kritik tajam k.arena dianggap sebagai praktek penilaian 
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yang tidak banyak manfaatnya. Itulah sebabnya tidak sedikit para pegawai enggan 

mengikuti program penilaian kinerja. Disisi lain, kebanyakan pegawai, khususnya 

Pegawai yang kinerjanya rendah atau tidak menyukai kerja, menganggap 

penilaian kinerja baik formal maupun informal merupakan tindakan yang 

mengancam masa depan hidupnya. 

Sementara itu, penilaian kinerja juga menjadikan kedudukan seorang yang 

mempunyai kinerja tinggi merasa kurang nyaman meski salah satu togas seorang 

pegawai adalah menilai kinerja bawahan. Kepala dinas atau dibawahnya yang 

tidak memiliki skill atau tidak bisa memberi umpan balik kepada bawahan akan 

dinilai atasan mereka sebagai pegawau yang tidak mampu. 

Sedangkan meski seorang mempunyai kemampuan untuk menilai, 

terkadang mereka enggan menilai bawahan karena mereka tidak mau menghadapi 

konflik, khususnya role conflict, sebab dengan menilai bawahan berarti pada saat 

bersamaan seorang kepala dinas harus bertindak sebagai seorang penilai yang 

seolah-olah memiliki kekuasaan penuh, sebagai seorang coach yang bertugas 

membimbing dan sebagai seorang teman. 

menurut Andrew F. Sikula ( dalam Hasibuan. 20 l l :87) bahwa penilaian 

Prestasi kerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh karyawan dan ditunjukkan untuk pengembangan. Jadi, penilaian 

prestasi kerja adalah penilaian basil kerja yang dilakukan oleh Pemerintah atau 

perusahaan untuk mengetahui kemampuan kerja yang dimiliki oleh seorang 

pegawai atau karyawan dan setelah itu instansi atau perusahaan berhak 
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memutuskan apakah pegawai atau karyawan itu berhak dipromosikan ke jabatan 

yang lebih tinggi lagi. 

Kemudian dilanjutkan wawancara penulis dengan Infonnan 10 yaitu Bapak 

Haryono, SE selaku Inspektur Pembantu II pada lnspektorat Daerah Kabupaten 

Bangka Tengah pada tanggal 19 Maret 2018, mengatakan bahwa: 

Apakah penilai memberikan penilaian dengan nilai tinggi atau mempunyai 
toleransi nilai rata-rata, saya jelaskan, saya pikir BKD sebagai penilai harus 
memberikan nilai yang objektif ya, jangan sampai nilai itu tidak seimbang 
dengan kinerja. mungkin kenal dengan yang dinilai maka diberikan nilai 
yang tinggi, sehingga penilaian rnenjadi tidak baik dan rnerugikan pegawai 
yang lain, karena beberapa laporan ke karni tentang penilaian yang belum 
mernuaskan dari BKD. 

Dari basil wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesirnpulan bahwa 

Banyak penilai yang tidak suka menilai para karyawan sebagai yang efektif atau 

tidak efektif, dan sangat baik atau sangat jelek, sehingga penilaian prestasi kerja 

cenderung dibuat rata-rata. Menurut T Handoko, T. Hani (2008: 140) Pada 

fonnulir penilaian, distorsi ini menyebabkan penilai menghindari penilaian 

"ekstrim'' tersebut, dan rnenempatkan penilaian pada salah satu dekat dengan 

nilai-nilai tengah Kesalahan Kecenderungan Terpusat. 

Kernudian lanjutan dari wawacara dengan lnfonnan 11 yaitu Imam, SE 

selaku Inspektur Pembantu IV di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 

pada tanggal 19 Maret 2018, menerangkan bahwa : 

Apakah penilaian objektif atau penilaian hams sesuai dengan ciri-ciri 

atau sifat penilai atau penilaian hams sesuai dengan criteria khusus, 
menurut saya, pemilihan dengan ciri-ciri itu artinya yang dipaksakan 
dan laporan pemeriksaan kinerja tertimbang ini memerlukan penilai 

90 

43795.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



untuk memilih pegawai mana yang dapat mewakili kelompoknya. Faktor 

yang dinilai adalah perilaku karyawan dan penilai memberikan nilai 
positif dan negatif namun penilai tidak perduli dengan bobot 

penilaiannya. Itulah yang terjadi dilapangan karena apa, BKD juga selaku 
penilai tidak berkoordinasi dengan kami. 

Dari basil wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Penilaian prestasi dapat dilakukan dalam berbagai cara dengan ciri-ciri atau 

dengan kriteria khusus atau metode. Metode penilaian yang dilakukan penilai 

tentunya tergantung pada sasaran yang ingin dicapai dan bentuk pegawai yang 

dihadapi. Beberapa metode dapat digunakan untuk menilai prestasi kerja namun 

tidak ada satu pun metode yang paling baik untuk semua organisasi. Oleh karena 

itu metode penilaian prestasi kerja dapat berbeda-beda tergantung pada apa yang 

menjadi tujuan dilaksanakan penilaian kerja clan hat yang ini dicapai suatu 

daerah. 

Dijelaskan oleh Hadari Nawawi, (2008: 289) bahwa pengembangan karier 

merupakan usaha yang dilakukan secara fonnal dan berkelanjutan dengan 

difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seorang pekerja. Oleh 

karena itu, perusahaan perlu mengelola karier dan mengembangkannya dengan 

baik supaya produktivitas karyawan tetap terjaga clan mampu mendorong 

karyawan untuk selalu melakukan hal yang terbaik clan menghindari frustasi kerja 

yang berakibat penurunan kinerja perusahaan. 

Pengembangan karier sangat menguntungkan bagi suatu organisasi dalam 

meningkatkan kemampuan organisasinya untuk berkompetensi clan beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan yang kompetitif. Dalam suatu organisasi, 

senantiasa berupaya agar tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik. 
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Organisasi sangat tergantung pada baik buruknya pengembangan karier dari 

organisasinya. Menurut Hadari Nawawi, (2008: 29 l) Pengembangan karier akan 

dapat dilakukan dengan baik dan benar jika para pengembang mengetahui apa dan 

bagaimana sumber daya manusia itu sendiri. 

Kemudian Janjutan dari wawacara dengan Informan 12 adalah Bapak 

Darwin Halim, SH selaku Auditor lnspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 

pada tanggal 19 Maret 2018, menerangkan bahwa: 

Apakah penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru 
atau melupakan yang lama, saya pikir ini menjadi catatan kedepan, karena 
dilihat dari penilaian prestasi pegawai yang diberikan penghargaan menurut 
saya kenyataannya masih lemah dari aspek atau cara yang digunakan seperti 
menilai dengan dasar masalah yang terupdate bukan yang telah lalu atau ada 
pegawai dengan masa lalu yang bagus tetapi tidak diperhatikan sehingga 
tidak dinilai sedang prilaku pegawai sudah ada sejak pegawai tersebut 
terhitung menjadi CPNS sudah bagus seperti aktif dikegiatan-kegiatan 
pemda. 

Dari basil wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan hahwa 

dampak dari penilaian dalam memberikan penghargaan masih terjadi kelemahan 

sehingga mengakibat kerugian bagi pegawai yang dinilai walaupun pegawai yang 

baik tentunya harus mendapatkan nilai yang baik. 

Menurut Menurut Handoko (2000: 72) dijelaskan Reward adalah bagian 

dari manajemen kompensasi. Adapun tujuan dari manajemen kompensasi, yaitu: 

l. Sebagai daya darik bagi karyawan guna memperoleh karyawan yang 

berkualitas. 

2. Pemerhatian terhadap karyawan agar tetap setia pada perusahaan guna 

pememtahankan karyawan. Perputaran tenaga kerja yang sangat tinggi maka 

diperlukan pertimbangan terhadap pemberian insentif karenanya dibutuhkan 
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pertimbangan yang lebih baik dan menguntungkan antara rneningkatkan 

kornpensasi. 

3. Imbalan atas prestasi yang setimpal yang diberikan atas kerja keras dan juga 

prestasi yang telah diberikan karyawan. 

4. Mencerminkan adanya keadilan yang mendasari perhitungan pernbayaran 

imbalan sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan kepada 

perusahaan. 

5. Tidak melebihi dari kemampuan perusahaan kompensasi yang 

rasional membantu perusahaan memelihara clan mempertahankan pekerja, 

tan pa menajemen kompensasi yang efektif pekerja dapat dibayar terlalu tinggi 

atau terlalu rendah. 

Penilaian prestasi kerja pegawai merupakan salah satu faktor yang dapat 

berpengaruh pada kinerja pegawai, karena dengan adanya penilaian prestasi kerja, 

maka tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai dapat diketahui dan 

diukur sejauh mana pegawai rnampu melaksanakan pekerjaannya dibandingkan 

dengan seperangkat standar kerja yang ditentukan. 

Seperti dikemukakan oleh Malthis dao Jackson (2006: 387) yang 

rnenyatakan bahwa penilaian prestasi kerja proses mengevaluasi seberapa baik 

karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat 

standar, clan kernudian mengkomunikasikan infonnasi tersebut kepada karyawan. 

Penilaian kinerja juga disebut pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, 

tinjauan kinerja, evaluasi kinerja dan penilaian basil. 
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Dari beberapa wawancara tersebut diatas dapat ditarik rangkuman atau 

kesirnpulan bahwa dengan menyadari adanya bias-bias perseptual dalam penilaian 

ini, hendaknya para atasan, senior, atapun supervisor dapat lebih objektif dalam 

rnelakukan penilaian kinerja kepada bawahannya. Meskipun sulit untuk 

memberikan penilaian yang benar-benar mumi dilakukan secara objektif, dengan 

mengetahui kecenderungan-kecenderungan error ini para penilai diharapkan dapat 

lebih hati-hati dalam melakukan evaluasi terlebih jika penilaian tersebut memiliki 

dampak yang sangat besar bagi kelangsungan karir individu pegawai negeri sipil 

kedepan. 

4. Upaya yang dilakukan dalam Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Tengab 

Dasar Hukum Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di 

Kabupaten Bangka Tengah Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Presiden memberi 

gelar, tanda jasa, clan lain-lain tanda kehonnatan yang diatur dengan undang­

undang". Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 tersebut secara tegas mengamanatkan pembentukan Undang-Undang yang 

mengatur kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan gelar, 

tanda jasa, dan tanda kehonnatan. 

Rumusan Pasal tersebut mengarnanatkan kepada Presiden agar dalam 

memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehonnatan kepada WNI, kesatuan, 

institusi pemerintah, organisasi, ataupun WNA mernpertimbangkan aspek 

kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan, karya, 
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prestasi, visi ke depan, objektif, dan untuk mencegah kesan segala bentuk 

dikotomi. Dalam Pasal 82 Undang-undang Norn or 5 Tahun 2014 ten tang 

Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa PNS yang telah menunjukkan 

kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja 

dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan 

Tanda Kehormatan menyatakan bahwa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehonnatan 

diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi 

pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar 

dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa clan bemegara, 

menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, clan kejuangan 

setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara serta 

menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong 

semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. 

Pengaturan mengenai pemberian gelar, tanda jasa clan tanda kehonnatan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 meliputi antara lain jenis 

gelar, tanda jasa, dan tanda kehonnatan, tata cara pengajuan dan verifikasi usul 

pemberian gelar, tanda jasa, clan tanda kehormatan, tata cara pemberian dan 

pemakaian gelar, tanda jasa, dan tanda kehonnatan, ta.ta cara pemberian tanda 

jasa clan tanda kehonnatan kepada WNA, penghonnatan dan penghargaan bagi 

penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta tata cara 

pencabutan tanda jasa dan tanda kehonnatan. 
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Bentuk Penghargaan yang Diberikan Kepada Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah pada hakikatnya sistem 

penghargaan sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan motivasi 

kerja karyawan dalam sebuah organisasi atau institusi yang nantinya 

akan mengarah pada peningkatan etos kerja. Besar kecilnya atau tepat tidaknya 

pemberian penghargaan cukup menentukan motivisi kerja dan etos kerja 

karyawan atau pegawainya. Apabila penghargaan diberikan secara tepat dan 

benar, maka para pegawainya akan memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebaliknya apabila penghargaan 

finansial yang diberikan tidak memadai atau kurang tepat maka prestasi kerja, 

motivasi, dan kepuasan kerja sebuah pegawaiakan menurun. 

Berikut basil penelitian tentang bentuk penghargaan yang diberikan 

kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengab 

Indikator lain yang menjadi ketentuan dalam pemberian penghargaan adalah 

didasarkan pada efisiensi dan efektivitas kinerja. 

lndikator lain yang menjadi ketentuan dalam pemberian penghargaan 

adalah didasarkan pada efisiensi dan efektivitas kinerja. Hal ini 

sebagaimana informasi yang diperoleh Wawancara dengan lnfonnan 3 yaitu Bapak 

Mahdi, SH selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 

Tanggal IO Maret2018 bahwa: 

Dalam rangka memberi motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan 
tugasnya secara baik dan tepat waktu sesuai yang dikehendaki, maka 
upaya yang telab dilakukan oleh Kantor BKD Kabupaten Bangka 
Tengah selama ini adalah membenlcan penghargaan kepada pegawainya 
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karena sesuai amanah dari undang-undang dan peraturan Bupati Bangka 
Tengah. Tetapi terkadang menurut saya ada beberapa penilaian yang 
belum tepat seperti antara absen dengan hasil kerja belum bisa dilihat, 
misalnya ada pegawai rajin absennya tetapi kinerja nya tidak kelihatan. 

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pemberian 

penghargaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hat tersebut dilihat dari 

basil wawancara dengan narasumber diketahui penilaian belum ada standar 

yang pasti seperti SOP dalam penilaian pemberian penghargaan. Untuk itu 

perlu dilakukan perbaikan kedepan dalam proses penilaian dan pemberian 

penghargaan kepada pegawai negeri sipil. 

Menurut Tisnawati dan Saefullah, (2009: 248) dijelaskan bahwa dalam 

konsep manajemen, reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan 

motivasi kinerja para pegawai. Metocle ini bisa mengasosiasikan perbuatan dan 

kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan 

membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulangulang. 

Reward juga bertujuan agar seseorang menjadi semakin giat dalam usaha 

memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. 

Manusia selalu mempunyai cita-cita, harapan dan keinginan. lnilah yang 

dimanfaatkan oleh metode reward. Dengan metode in~ seseorang mengerjakan 

perbuatan baik atau mencapai suatu prestasi tertentu akan diberikan reward yang 

menarik sebagai imbalan. Dengan demikian, pegawai akan melakukan perbuatan 

atau mencapai suatu prestasi agar memperoleh reward tersebut. 

Melalui penetapan indikator, maka mekanisme pemberian penghargaan 

dapat menimbulkan motivasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Penghargaan 

yang diterima oleh pegawai pu menjadi apresiasi baik secara institusional 
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maupun secara individual. Sebagaimana inforrnasi yang diperoleh bahwa. 

dalam Pasal 82 UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelas, Tanda Jasa dan 

Kehonnatan, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, 

kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat 

diberikan penghargaan. 

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU No 20 Tahun 

2009 dapat herupa pemberian: 

a. Tanda kehonnatan; 

b. kenaikan pangkat istimewa; 

c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; 

d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. 

Pertimbangan dalam promosi juga diatur dalam Pasal 68 ayat 2 UU No 20 

Tahun 2009 : Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan 

berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi,dan 

persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, 

dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pasal tersebut 

mengisyaratkan bahwa ketentuan pertama dalam menempatkan pegawai 

kedalam jabatan tertentu dengan membandingkan antara kompetensi, 

kualifikasi, clan persyaratan pegawai. 

Pemberian penghargaan tersebut dilakuk.an berdasarkan kebijakan instansi 

tersebut dalam rangka memberi motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan 

kinerjanya serta sebuah pengakuan atas basil kerja yang ditakukan oleh 
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pegawai itu sendiri sesuai dengan kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Indikator 

pegawai penerima penghargaan ditetapkan pada lima unsur menyangkut masalah 

disiplin, loyalitas, ketuntasan pekerjaan, target capaian, dan inovasi/dedikasi. 

Kelima indikator ini kemudian disinkronkan dengan pegawai yang memenuhi 

persyaratan sebagai penerima penghargaan, sebagaimana basil berdasarkan 

wawancara yang penulis lakukan dengan lnfonnan 5 yaitu Bapak: Jimmy, SE 

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawain Daerah 

Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 13 Maret 2018 bahwa: 

Dalam hal dalam pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil 
Negara/PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah 
ditetapkan indikator-indikator penilaian. Adapun indikator penilaian 
dimaksud meliputi; 1) kedisiplinan pegawai dalam bentuk kehadiran dan 
pelaksanaan tugas, 2) loyalitas pegawai, 3) ketuntasao pekerjaan tepat 
waktu, 4) hasil pekerjaan melampaui target maksimal yaog ditetapkao, 
5) memiliki inovasi dan dedikasi kerja yang tinggi. Tapi memang ada 
beberapa pegawai dilihat dari sikap atau etika secara persentasi belum 
menunjukan perubahan misalnya secara kinerja bagus tapi secara etika 
masih kurang seperti kalo masalah pendapat melebihi kepala dinas. 

Dalam pemberian penghargaao kepada Aparatur Sipil Negara 

terdapat indikator-indikator penilaian yang dilakukan oleh Sadan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dimaksudkan agar 

para pegawai yang diberikan penghargaan tersebut mengetahui, aspek-aspek 

apa yang dinilai dari pegawai sehingga la yak untuk mendapatkan 

penghargaan, meskipun sebagian dilakukan karena unsur subjektivitas. 

Pengaruh Reward yang diberikan kepada aparatur sipil negara dengan 

meningkatkan kinerja pegawai akan mememberikan dampak positif kepada 

pegawai, karena motivasi kerja pegawai pada dasamya berorienstasi pada tujuan 
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yang ingin dicapai. Dengan kata lain, apa yang dilakukan seseorang pada 

umumnya didorong oleh keinginan untuk merealisasikan tujuan. Tujuan yang 

berasal dari Juar diri seseorang seringkali merujuk pada harapan untuk 

mendapatkan hadiah atau imbalan atas apa yang dikerjakan. 

Seorang pegawai yang diberikan penghargaan benar-benar memiliki 

kelayakan, sesuai administrasi dan indikatomya. Pada bagian umum dan 

kepegawaian, penetapan indikator bukan semata-mata mempersempit 

kesempatan kepada setiap pegawa1 untuk memperoleh penghargaan, 

melainkan muara dari pemberian penghargaan itu untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif clan prima, dengan penyadaran penuh atas 

tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan amanah pekerjaan 

Kemudian Dampak Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil 

Negara/PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah yaitu 

harapan utama setiap pemberian penghargaan ditujukkan untuk meningkatkan 

kualitas kerja pegawai, baik dalam menjalankan tugas, tanggung 

jawab, maupun motivasi. Penghargaan yang diberikan memang dilakukan 

secara rutin, namun tidak semua pegawai menerimanya. Bagi menerima tentu 

memperlihatkan respon yang sangat baik, sebaliknya bagi yang tidak 

mendapat penghargaan bukan berarti tidak bisa, namun kesempatan tetap 

terbuka untuk semua pegawai. 

Komitmen membangun kualitas kerja dapat diperlihatkan oleh pegawai 

yang menerima ataupun tidak menerima Pastinya bahwa pemberian penghargaan 

sangat prosedural clan memiliki legalitas fonnal, yang tidak hanya menjadi 
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kebijakan personal dari kepala kantor sendiri, tetapi menjadi komitmen bersama 

baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun seluruh pegawai di unit kerja 

masing-masing dengan pimpinannya dalam rangka meningkatkan kinerja dan 

kesejahteraannya .. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap dengan 

Informan 3 yaitu Bapak Tamimi, SH yaitu Sekretaris pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 14 Maret 2018 bahwa: 

Dengan adanya pemberian penghargaan sesuai prosedur yang diberlakukan 

oleh BKD Bangka Tengah secara proporsional, maka sendirinya dapat 

meningkatkan tanggung jawab pegawai terhadap tugas, pokok dan fungsi 

yang diberikan oleh instansi atau atasannya. 

Dari basil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa 

dalam hal ini proporsional artinya kesempatan kepada para pegawai untuk 

diberikan penghargaan tetap terbuka. Pemberian penghargaan kepada ASN di 

Kabupaten Bangka Tengah dapat meningkatkan tanggung jawab pegawai 

terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga secara. 

bertahap kualitas pekerjaan semakin membaik. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada analisis data penelitian dapat disimpulkan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

l. Implementasi Pemberian Penghargaan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum berjalan dengan 

baik, hat tersebut di lihat pada : 

a. Secara penghargaan yang diberikan oleh penilai cenderung 

memberikan nilai tidak objektif pada unsur "kesetiaan". Hal ini 

disebabkan usur kesetiaan PNS adalah harga mati dan tidak dapat ditawar 

- tawar walaupun pad.a kenyataannya dalam penilaian oleh penilai ada 

sebagian PNS yang mengutamakan k.epentingan pnbadi dari pada 

kepentingan organisasi. 

b. Pemberian reward tidak dilaksanakan secara teratur. Penilai (atasan 

langsung) dalrun memberikan penilaian atau penghargaan tidak 

signifikan dalam memberikan perbedaan. Penilaian pada moral dan 

etika cenderung diabaikan atau tidak berubah tiap tahunnya. 

Kencenderungan penilaian pada perilaku kerja tidak signifikan karena 

tidak ada )oncatan prestasi kerja bawahan. Pada tiap poin penilaian 

unsur-unsur DP-3 penilai (atasan langsung) cenderung menghindari 
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nilai amat baik atau kurang, apabila untuk promosi dinilai tinggi, 

apabila tidak cenderung dinilai sedang. 

c. Kinerja pegawai di lingkungan Pernerintah Kabupaten Bangka Tengah 

yang dinilai dari prestasi kerja terdiri dari lima indikator yaitu The hallo 

effect, Leniency and Severity Effect, Central Tendency, Assimilition and 

Diffrential Effect dan Recent Effect belum memberikan dampak terhadap 

penghargaan yang diberikan, perlu ditingkatkan kembali motivasi agar 

mempunyai kinerja yang baik. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten 

Bangka Tengah lebih baik meningkatkan kinerja pegawai agar lebih baik 

lagi di tahun yang akan datang. 

2. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kabupaten 

Bangka Tengah dalam Pemberian Reward (penghargaan) merupakan upaya 

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memberikan balas jasa atas 

basil kerja pegawai, sehingga dapat mendorong pegawai bekerja lebih giat 

dan berpotensi. Namun pelaksanaan tersebut masih terdapat kendala yaitu 

belum sepenuhnya dilakukan oleh pegawai seperti antara absen dengan basil 

kerja belum bisa dilihat, misalnya ada pegawai rajin absennya tetapi kinerja 

nya tidak kelihatan 

B. Saran 

Direkomendasikan Penulis sebagai berikut : 

1. Reward yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum 

optimai masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali, yaitu penghargaan 

yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada pegawai dengan tujuan 

agar pegawai tersebut senantiasa melakukan pekerjaan yang baik clan terpuji. 
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2. Pengembangan karir merupakan prospek kinerja dimasa yang akan datang. 

pengembangan karir ini penting diberikan bagi pegawai yang memiliki 

prestasi kerja yang memuaskan agar nilai pegawai itu lebih tinggi sehingga 

mampu memberikan kinerja yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

pengembangan karir memberikan kesempatan kepada pegawai yang 

berprestasi untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Keterampilan dan 

keahliannya. Pemberian reward melalui pengembangan karir dapat berbentuk 

penugasan untuk studi lanjut, penugasan untuk mengikuti program pelatihan, 

kursus, workshop, lokakarya, seminar, semiloka dan sebagainya, penugasan 

untuk magang atau studi banding. 

3. Perin diberikan penghargaan psikologis dan sosial, penghargaan psikologis 

dan sosial lebih sulit diukur nilai finansialnya, namun nilai penghargaan ini 

penting bagi pegawai. Beberapa penghargaan psikologis dan sosial tersebut 

misalnya : Promosi jabatan, pemberian kepercayaan clan peningkatan 

tanggung jawab serta penempatan lokasi kerja yang lebih baik. 

4. Untuk mengukur kinerja pegawai, sebaiknya menggunakan pengukuran 

kinerja berbasis tim karena pada saat ini sebagian besar pekerjaan yang 

diberikan kepada pegawai adalah pekerjaan yang dilakukan secara tim, 

sehingga diharapkan kinerja yang dicapai akan lebih baik. 
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LAMPIRAN I 

PEDOMANWAWANCARA 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai 
Negeri Sipil 

Pegawai 
Si ii 

Negeri Prestasi Pegawai Negeri Sipil 

b. Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Berdasarkan Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 

1. Komunikasi 
2. Somber Daya 
3. Disposisi 
4. Struktur Birokasi 

1. Apakah dalam komunikasi ada 
hambatan 

• Sejauhmana sumber daya atau 
ketrampilan PNS 

. Disposisi dilaksanakan atau 
tidak 

. Apakah Struktur Birokrasi 
Kondusif 

c. Penilaian Prestasi Kerja 

l. Kepala 
Kepegawaian 

. Sekretaris BKD 

. Kepala Bidang 

. Kasi 

1. The hallo effect 1. Sejauhmana penilaian Like and 1. Kepala 
2. Leniency and Dislike pegawai Dinas/Badan/lnstansi 

Severity Effect . Apakah penilai beranggapan . Kepala Bidang 
3. Central Tendency pegawai harus berlak.u baik . Auditor 
4. Assimilition and dan apakah penilai cenderung 

Diffrential Fffect menilai kurang baik at.au tidak 
5. Recency Effect jelas 

. Apakah penilai memberikan 
penilaian dengan nilai tinggi 
atau mempunyai toleransi nilai 
rata-rata 
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. Apakah penilaian objektif atau 
penilaian harus sesuai dengan 
ciri-ciri atau sifat penilai atau 
penilaian harus sesuai dengan 
criteria khusus 

. Apakah penilai cenderung 
memberikan nilai atas dasar 
perilaku yang baru atau 
melupakan yang lama 

d. Upaya Pemberian Penghargaan melalui Kinerja Pegawai 

I. DasarHukum 
2. Bentuk 

Penghargaan 

3. Darnpak 

1. Sejauhmana proses sosialisasi 
atau pemberian penghargaan 
terhadap pegawai 

. Seperti apa indikator 
pemberian penghargaan clan 
apakah sudah sesuai dengan 
regulasi 

. Dampak pemberian 
penghargaan 

I. Kepala 
Dinas/Badan/Jnstansi 
(semua) 

2. Kepala Bidang 
3. Kepala Seksi 
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